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JURNAL PENCERAHAN INTELEKTUAL MUSLIM

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010
TENTANG PERNIKAHAN SIRRI
( Suatu Telaah Kritis Terhadap Putusan MK )

Oleh :
Bukhari, M.H

Abstract

Constitutional Court ruling stating that children outside of marriage have the
same status as the legitimate child of the marriage. It is the same as children
born out of marriage Sirri not considered legally valid state. This can be bad is
nasab child will have a civil relationship with her mother and the mother’s family
and children born outside marriage has a civil relationship deungan his mother
and his mother's family, and with his man as evidenced by science ard
technology. Constitution Rl 1945 Section 28 B of paragraph (1) which states
that “everyone has the right to form a family and continue the descent through
legitimate marriage’, Article 28 B (2) states that “every child has the right to live,
grow and thrive and is entitled to protection from violence and discrimination “,
and Article 28 D paragraph (1) which states that" everyone has the right to
recognition, security, protection and legal certainty and equal treatment before

the law.

Keywords: Constitutional Court and Marriage Sirri

A Latar Belakang Masalah
Perkawinan adalah jalan yang
dipilih Allah untuk melestarikan keturunan
(Ahmad Azhar Basyir, 36). Dikeluar-
kannya Adam dan Hawa dari surga untuk
kemudian ditempatkan di bumi dapat
dikatakan sebagai cikal bakal penciptaan
manusia oleh Allah Swt. Manusia menurut
ajaran agama Istam adalah sebagai
pemimpin atau wakil Tuhan di muka bumi.
Allah SWT, tidak mau menjadikan

-manusia itu seperti makhiuk lainnya, yang

hidup bebas mengikuti nalurinya dan
berhubungan antara jantan dan betina
secara anarki, dan tidak ada satu aturan.
Tetapi demi menjaga kehormatan dan
martabat kemuliaan manusia, Allah
membuat hukum sesuai dengan
martabatnya (Ahmad Azhar Basyir, 36)
Hubungan antara laki-laki dan
perempuan diatur secara terhormat dan
berdasarkan saling meridhai, dengan
upacara ijab dan gabul sebagai lambang

dari adanya rasa cinta dan kasih sayang,
dan dengan dihadiri para saksi yang
menyaksikan kalau pasangan laki-laki
dan perempuan itu telah saling terikat.

Tidak semua anak lahir dari
perkawinan terdaftar di KUA, bahkan ada
kelompok anak yang lahir sebagai akibat
dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak
‘beruntung ini oleh hukum dikenal dengan
sebutan anak luar nikah. Sebagai anak
tidak sah atau anak luar nikah, kedudukan
hukum, yaitu yang berkaitan dengan hak-
hak keperdataan mereka tentu saja amat
tidak menguntungkan, padahal kehadiran
mereka di dunia ini adalah atas kesalahan
dan dosa orang-orang yang mem-
bangkitkan mereka. Anak-anak luar nikah,
baik yang lahir dari perkawinan yang tidak
sah maupun dari hasil perbuatan zina
diasumsikan relatif banyak terdapat di
Indonesia dan sebagian besar dari
mereka adalah berasal dari orang-orang
yang beragama Islam.
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Pembahasan menikahkan
pasangan suami isteri yang tidak hadimya
wali, maka dihukumkan pernikahannya
bathil, kasus inilah yang saat ini banyak
terjadi dan berdampak efek yang fatal
dikemudian hari menyangkut status anak
dalam perkawinanya. Pernikahan yang
dilandasi dengan secara sembunyi-
sembunyi atau nikah dibawah tangan, dan
disebut juga dengan pemikahan sim yang
dilatar belakangi oleh faktor orang tua
yang tidak setuju untuk menikah, akan
tetapi pasangan tersebut telah terjadi
hubungan suami isteri yang sepatutnya
belum boleh dilakukan, yaitu dikenal
dengan marmied by accident (hamil luar
nikah).

Dari permasalahan kejadian
tersebut, maka dari itu pasangan yang
telah terlanjur berbuat zina, mencari
seorang hakim (gadhi) untuk menikahkan
pasangan tersebut karena telah hamil di
luar nikah, tanpa berpikir panjang status
anak yang tidak diakui oleh negara
nantinya kelak.

M. Jawwad Mughniyah mengata-
kan bahwa perwalian sacara terminologi
adalah suatu kekuasaan atau wewenang
syar’i atas segolongan manusia yang
dilimpahkan kepada manusia sempurma,
karena kekurangan tertentu pada orang
yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya
(M. Jawwad Mugniyah, 345).

Dari pengertian tersebut dapat
dipahami bahwa wali adalah hak yang
dimiliki seorang wali (garis keturunan
ayah) untuk menikahkan anak
perempuannya dengan tanpa persetujuan
dari anak perempuan tersebut. Orang
yang mempunyai hak tersebut wali mujbir,
yakni wali yang mempunyai wewenang
langsung untuk menikahkan orang
berada dibawah perwaliannya, meskipun
tanpa izin orang tersebut.

Hadits di atas menerangkan
bahwa keberadaan wali sangatiah penting
dalam pernikahan, apabila tidak dihadiri

wali, maka hukum pernikahan menjadi
tidak sah, kata “tidak” dalam hadits
tersebut maksudnya adalah tidak sah, jadi
dalam pengertian hadits tersebut
kewenangan seorang wali dalam
menikahkan anak perempuannya. Realita
yang terjadi saat ini adalah wanita yang
menikah dengan pasangannya secara
sembunyi-sembunyi tanpa se-
pengetahuan orang tua di rumah, karena
latar yang timbul, ada kasus orang tua
tidak setuju, sedangkan wanita tersebut
telah hamil di luar nikah, maka dari itu
jalan yang praktis ditempuh, walaupun
pernikahan sirri yang dilakukan dan
berdampak fatal terhadap status anak
keturunannya.

Pada dasarnya perkawinan yang
melanggar ketentuan pencatatan
perkawinan serta perkawinan tersebut
tidak dihadiri oleh pejabat yang ber-
wenang, maka perkawinannya disebut
perkawinan di bawah tangan (sirri).
Perkawinan dibawah tangan ini
menimbulkan ketidak pastian hukum
terhadap lembaga perkawinan tersebut,
serta berpengaruh terhadap kedudukan
suami dan isteri dalam perkawinan,
kedudukan anak-anak yang lahir dalam
perkawinan dan kedudukan harta
bersama dalam perkawinan. Oleh karena
itu warga negara, khususnya yang
beragama Islam, meminta kepada
Pengadilan Agama untuk dapat
mengisbatkan perkawinan mereka agar
lebih jelas dan medapat kepastian hukum.

Hal di atas membawa pengaruh,
anak yang lahir dari pernikahan sirri
secara hukum negara tidak mempunyai
hubungan hukum dengan ayahnya. Hal
tersebut antara lain akan terlihat dari akte
kelahiran si anak. Dalam akte kelahiran
anak yang lahir dari perkawinan sirri
tercantum bahwa telah dilahirkan seorang
anak bernama siapa, hari dan tanggal
kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan
tanggal kelahiran ibu (menyebut nama ibu
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saja, tidak menyebut nama ayah si anak).

Implikasi putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut tentunya memiliki
implikasi positif dan negatif. Positif ketika
para pelaku nikah sirri dan zina men-
dapatkan haknya untuk mewaris, sisi
buruknya hal ini merusak tatanan hukum
Islam. Kawin sirri tidak disaksikan orang
banyak dan tidak dilakukan di hadapan
pegawai pencatat nikah.

Suatu perkawinan menurul
hukum Islam adalah sah apabila unsur-
unsur tersebut telah terpenuhi dengan
tanpa harus memasukan hukum
formilnya, dengan batasan tidax terdapat
larangan syara’ untuk melangsungkan
perkawinan itu. Hukum pembuktian
dalam suatu peristiwa perkawinan adalah
ketentuan hukum yang berfungsi untuk
menegakan hukum materil tentang
perkawinan itu, ketika terjadi persengketa-
an, keraguan adanya perkawinan atau
hal-hal lain yang memerlukan bukti
perkawinan.

Oleh karena itu pelanggaran
prosedur perkawinan yang berakibat
bermasalah terhadap pencatatan
perkawinan tidaklah relevan bila
dinyatakan menentukan sah-atau tidak
sahnya suatu perkawinan, sebab
prosedur perkawinan dan pencatatan
perkawinan tidak termasuk unsur-unsur
pembentuk perkawinan itu menurut
hukum.

A. Hakikat Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pemikahan (perkawinan) antara
laki-laki dengan perempuan adalah salah
satu bagian yang terpenting dalam
masyarakat, yaitu keluarga yang diridhai
oleh Allah SWT. Hal ini sesuai dengan
bunyi pasal 7 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974: “Perkawinan ialah ikatan
lahir batin antara seorang laki-laki dengan
seorang perempuan sebagai suami isteri
dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang berbahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa". (Undang-undang Republik
Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974, 2).
Dalam penjelasannya, tujuan perkawinan
erat kaitannya dengan keturunan
pemeliharaan dan pendidikan anak yang
menjadi hak dan kewaliban orang tua.

Allah SWT telal: menciptakan pria
dan wanita agar dapat berhubungan satu
sama lain, saling mencintai,
menghasilkan keturunan,serta hidup
bersama secara damai yang sesuai
dengan perintah Allah SWT. dan petunjuk
Rasulullah SAW. Sehubungan dengan
adanya -akibat yang penting dari hidup
bersama, maka masyarakat mrpariukan
peraturan-peraturan untuk mengatur
tentang hidup bersama antara seorang
pria dan seorang wanita sebagai suami
isteri. Hal-hal yang perlu diatur yaitu
antara lain mengenai syarat-syarat untuk
dapat hidup bersama, pelaksanaan hak-
hak dan kewajiban, kelanjutan dan
mengenai terhentinya hidup bersama
tersebut (Sayuti Thalib, 47).

Ulama golongan Syafi'iyyah ini
memberikan definisi sebagaimana
disebutkan di atas melihat kepada hakikat
dari akad itu bila dihubungakan dengan
kehidupan suami isteri yang berlaku
sesudahnya, yaitu boleh bergaul
sedangkan sebelum akad tersebut
berlangsung di antara keduanya tidak
boleh bergaul (Amir Syarifuddin, 37).

Pengertian (ta'rif) perkawinan
menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam
adalah pemikahan, yaitu: agad yang
sangat kuat atau mitsaagaan ghaaliizhan
untuk mentaati perintah Allah SWT. dan
melaksanakannya merupakan ibadah
(Amir Syarifuddin, 5). Melakukan
perbuatan ibadah berarti melaksanakan
ajaran agama. Perkawinan salah satu
perbuatan hukum yang dapat
dilaksanakan oleh mukallaf yang
memenuhi syarat.
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Didalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata Pasal 26 dikatakan
bahwa perkawinan adalah pertalian yang
sah antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan untuk waktu yang lama dan
dijelaskan juga dalam Undang-undang
hanya memandang perkawinan dari sudut
hubungannya dengan hukum perdata
yang artinya terlepas dari peraturan-
peraturan yang ada dalam suatu agama
fertentu.

Negara dan bangsa Indonesia
mempunyai kepentingan untuk turut serta
mencampuri masalah perkawinan. maka
pemerintah telah membentuk cuatu
undang-undang tentang perkawinan yang
bersifat unifikasi dalam lapangan hukum
perkawinan. Undang-undang Perkawinan
ini diberi nama Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 yang disahkan pada tanggal
2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara
efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 telah
memberikan pengertian tentang
perkawinan yang berlaku untuk semua
golongan warga negara dan masyarakat
di seluruh Indonesia-(Undang-undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1874).
Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah. Jadi prinsipnya
pergaulan antara suami isteri itu
hendaklah, pergaulan yang makruf
(pergaulan yan baik) yaitu saling menjaga
rahasia masing-masing pergaulan yang

sakinah (pergaulan yang aman)
pergaulan yang mengalami rasa
mawaddah (saling mencintai), pergaulan
yang disertai rahmah saling santun-
menyantun (ldris Ramilyo, 2)
Berdasarkan uraian diatas, dapat
dikatakan bahwa perkawinan adalah
suatu akad yang menghalalkan pergaulan
antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan yang bukan muhrim, dan
suatu akad yang dapat memberi faedah
untuk memiliki mut'ah (bersenang-
senang) Akad ini merupakan hak dan

kewajiban antara keduanya yaitu suatu
ikatan lahir batin antara dua orang untuk
hidup bersama dalam suatu rumah
tangga dan memiliki keturunan yang
dilangsungkan menurut ketentuan syari‘a
Islam. -

B. Ketentuan Pernikahan

1. Pernikahan yang Sah

Pernikahan yang sah dalam
bahasa Arab-nya disebut al-nikah al-
shahih. Dua kata ini membentuk suatu
frase yang disebul na'al dan man'ut,
dimana kata al-shahih jadi sifat kata al-
nikah. Sah (al-shahih) adalah sesuatu
yang sesuai dengan

Ada perbedaan pendapat ulama
dalam memahami rukun suatu tindakan
hukum. Perbedaan itu berpengaruh
dalam penentuan sesuatu sebagai rukun
atau tidak dari suatu tindakan.

Pada pemikahan yang menjadi
rukunnya dalam pandangan ulama
Hanafiyyah hanyalah jjab dan gabul.
Sementara dalam pandangan ulama
Syafi'iyyah dan jumhur ulama, yang
menjadi rukun nikah ada lima, yaitu sighat
(ifab dan gabuf), calon suami, calon isteri,
wali dan saksi (Zakariya bin Muhammad
al-Anshari, 58)

Dengan perbedaan rukun nikah
di atas, maka akan sangat berbeda
cakupan sah dan bathil dalam nikah
menurut ulama Hanafiyyah dan jumhur
ulama. Rumusan ulama Hanafiyyah
hanya menetapkan satu penentu utama
sahnya nikah, yaitu jab dan gabul. Kalau
ijab qgabul tidak ada maka nikah itu
menjadi nikah bathil, walau juga tidak bisa
disebut nikah yang sah. Sementara rukun
yang dikemukakan jumhur ulama
memperketat keabsahan pernikahan:
sahnya nikah tidak hanya ditentukan oleh
satu rukun, akan tetapi lima rukun.
Konsekuensinya kalau salah satu dari
yang lima tidak terpenuhi, maka nikah
tersebut batal secara hukum.
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Persyaratan yang harus dipenuhi
ijjab gabul adalah: Pertama, harus
dilafazkan oleh orang-orang yang cakap
betindak hukum, Kedua, harus dilafazkan
pada satu majelis, tidak diselingi oleh
persoalan lain. Ketiga, gabul, tidak boleh
bernilai kurang dari jjab, Keempat, orang
yang mengucap jfab tidak mencabutnya
atau tidak menunjukan sikap menolak
sebelum qabul diucapkan, Kelima, kedua
pihak mendengar dan mengerti
dengannya. Keenam, keduanya harus
tuntas, tidak dikaitkan dengan sesuatu
yang akan terjadi. Ketujuh, di dalamnya
disebutkan identitas kecua pihak calon
suami dan isteri. Kedelapan, bersifat
selamanya, jikalau dibatasi dengan wakiu
atau keadaan tertentu, menurut jumhur
nikah seperti itu haram (Abdul Aziz, 132)
Calon suami harus memenuhi syarat:
Pertama, cakap hukum, Kedua, tidak ada
halangan syarat menikah (tidak sedang
ihram). Kalau ia tidak bisa hadir dalam
akad nikah, ia bisa mewakilkan kepada
orang yang dipercayainya dengan syarat
orang tersebut telah cakap hukum dan
merdeka.

Para saksi harus memenuhi
syarat, Pertama, cakap bertindak hukum,
Kedua, minimal dua orang, Ketiga, laki-
laki, Keempat, merdeka, Kelima, adil yaitu
yangbemeﬂdiriamagmummmjam&an
ajaran agama meskipun secara lahiriah.
Keenam, muslim, Ketujuh, dapat melihat,
Kedelapan, hadir saat ijab gabul.
Kehadiran saksi ini sangat penting,
karena sesuatu hal yang merupakan
menjadi bukti bahwa kejadian itu benar-
benar terjadi adalah adanya saksi, sebab
nikah harus diketahui orang ramai, maka
saksi merupakan wakil orang banyak.
Kalau nikah tersebut tidak diumumkan
(nikah al-sirr), menurut jumhur tetap sah
(Abdul Aziz,132)

Selanjutnya seorang wall
disyaratkan: Pertama, cakap hukum,
Kedua, merdeka, Ketiga, muslim,

— —

Keempat, laki-laki, Kelima, adil, Keenam,
cerdas, Ketujuh, tidak sedang berihram
atau haji, larangan menikahkan dan
dinikahkan pada saat ihram atau haji
(termasuk juga syarat bagi pasangan
calon suami isteri)

2. Pernikahan Simmi

Kata siri berasal dari bahasa Arab
yaitu “sirri” atau “si’” yang berarti rahasia.
Keberadaan nikah sirri dikatakan sah
secara agama tapi tidak sah menurut
negara karena pemikahan tidak dicatat di
KUA. Nikah sirm juga disebut dengan
nikah dibawah tangan. Kata sirm yang
berarti rahasia, hal tersebut merujuk pada
rukun Islam tentang perkawinan yaitu sah
perkawinan apabila diketahui eleh orang
banyak. Namun etimologi tersebut
berubah di Indonesia, nikah sirri berarti
nikah yang tidak dicatat oleh negara.

C. Tujuan dan Hikmah Pernikahan
1. Menurut Ulama Mazhab

Tujuan pernikahan menurut
agama Islam ialah untuk memenuhi
petunjuk agama dalam rangka mendirikan
keluarga yang harmonis, sejahtera dan
bahagia (Abdul Rahman Ghazali, 22).
Allah telah menciptakan laki-laki dan
pemmmanaga:dap:nbefhubunganmlu
sama lain, saling mencintai, meng-
hasilkan keturunan, dan hidup
berdampingan secara damai dan
sejahtera sesuai dengan perintah Allah
dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan
petunjuk dari Rasulullah.

Tujuan pernikahan menurut
hukum Islam adalah untuk memenuhi
hajat dan tabiat kemanusiaan
berhubungan antara laki-laki dan
perempuan dalam rangka mewujudkan
suatu keluarga yang bahagia dengan
dasar cinta kasih sayang untuk
memperoleh keturunan yang sah dalam
masyarakat dengan mengikuti ketentuan-
ketentuan yang telah diatur dalam syariat.
Dalam hukum Islam perkawinan juga
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bertujuan menuruti perintah Allah untuk
memperoleh keturunan yang sah dalam
masyarakat yang mendirikan suatu
rumah tangga yang damai dan teratur
(Thoha Nashruddin, 16)

~ Selain hikmah-hikmah di atas,
Sayyid Sabiq (Sayyid Sabiq,10-12 )
m_enyebutkan pula hikmah-hikmah yang
lain, sebagai berikut:

a. Sesungguhnya naluri seks
merupakan naluri yang paling kuat,
yang selamanya menuntut adanya
jalan keluar. Bilamana jalan keluar
tidak dapat memuaskannya, maka
banyaklah menusia mengalami
kegoncangan, kekacauan me-
nerobos jalan yang jahat. Kawin
merupakan jalan alami dan biologis
yang paling baik dan sesuai untuk
menyalurkan dan memuaskan
naluri seks. Dengan kawin badan
jadi segar, jiwa jadi tenang, mata
perasaan tenang menikmati barang
yang halal.

b. Kawin merupakan jalan hal terbaik
untuk menciptakan anak-anak
menjadi mulia, memperbanyak
keturunan, melestarikan hidup
manusia, serta memelihara nasab

yang oleh Islam sangat diper-
hatikan.

2. Menurut Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974

Menurut ketentuan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974,
tujuan perkawinan adalah membentuk
keluarga atau rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk
keluarga artinya membentuk kesatuan
masyarakat terkecil yang terdiri dari
suami, isteri dan anak-anak dimana
dalam suatu wadah disebut rumah
kediaman bersama. Perkawinan
berdasarkan ketuhanan YME artinya

S —————

perkawinan tidak terjadi begitu =aja
menurut kemauan pihak-pihak, melainkan
sebagai karunia Tuhan yang beradab
yang sesuai dengan ajaran agama yang
diturunkan kepada manusia.

Setiap perkawinan pasti ada
tujuan dan tujuan ini tersimpul dalam
fungsi suami isteri, nihil adanya antara
suami isteri tidak mempunya satu tujuam
sama dalam perkawinan. Tujuan
perkawinan dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan dengan
jelas yaitu membentuk keluarga atau
rumah tangga yang bahagia yang
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa
(Hazairin, 74)

D. Pernlkahan Sirrl Menurut
Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 46/PUU-VII/2010
Mahkamah Konstitusi acdalah
lembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang
merupakan pemegang kekuasaan
kehakiman bersama-sama dengan
Mahkamah Agung. Pasal 24 ayat 2
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyatakan,
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya
Qalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata
usaha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan ketentuan tersebut,
Mahkamah Konstitusi merupakan salah
satu pelaku kekuasaan kehakiman selain
Mahkamah Agung. Kekuasaan
kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan. Dengan demikian, Mahkamah
Konstitusi adalah suatu lembaga
peradilan, sebagai cabang kekuasaan
yudikatif, yang mengadili perkara-perkara
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tertentu yang menjadi kewenangannya
berdasarkan ketentuan UUD 1945.

putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/PUU-VIIIF2010 yang mengadili
perkara konstitusi pada tingkat pertama
dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam
perkara permohonan pengujian Undang-
Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun
1974.

Walaupun pernikahan sirri
dianggap sah secara agama Isiam, yaitu
adanysiabdmgvabdsenawali nikah dan
pengantin sudah cukup umur, namun
perkawinan tersabut juga harus sah
secara hukum negara. Tanpa adanya
pencatatan secara hukum negara, maka
anak-anak yang lahir dari perkawinan
tersebut tidak dapat dibuktikan secara
hukum merupakan anak sah dari ayahnya
(Abdul Rahman Ghazali, 129 )

Akibatnya, si anak hanya memiliki
hubungan hukum dengan ibu yang
melahirkannya. Dari lima rukun nikah itu
tak ada seorang ulama (empat mazhab)
yang mengemukakan sebuah pemikahan
harus dicatat. Jadi jika pemikahannya sah
berdasarkan terpenuhinya rukun dan
syarat sekalipun tidak tercatat, anaknya
tetap dianggap anak sah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Rl
Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27
Februari 2012 lahir karena adanya
permchonan yudicial review terhadap
ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang inan, secara syari‘at
Islam perkawinan tanpa dicatatkan dalam
akta nikah, oleh karena itu ia tidak
memiliki buku kutipan akta nikah, dan dari
pernikahan tersebut |ahirlah seorang
anak, yang tidak dapat dinasabkan
kepada garis keturunan ayahnya.
Dengan berlakunya Pasal 2 ayat
(2) dan Pasal 43 ayat (1)) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut,

ayat(ﬂdanayai{z)senal’asalzaoayat
(1) UUD 1945 telah dirugikan, karena
status perkawinannya menjadi tidak sah,
demikian juga terhadap anak yang
dilahirkannya menjadi tidak sah. Dan
berakibat hilangnya status perkawinan.
Dengan berlakunya Pasal 2 ayat
(2) dan Pasal 43 ayat (1)) Undang-
Undung Nomor 1 Tahun 1974 tersebut
maka yang dijamin oleh Pasal 28 B ayat
(1)danayat(2)seﬂaPassl 28 D ayat (1)
UUD 1945 telah dirugikan, karena status
perkawinannya menjadi tidak sah,
demikian juga terhadap anak yang
dilahirkannya menjadi tidak sah.
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan °
perkawinan adalah sah apabila dilakukan
menurut  hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu" ayat
(2)-nya menyatakan “tiap-tiap perkawinan
dicatat
Atas permohonan tersebut
Mahkamah Konstitusi berpendapat
mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang pencatatan perkawinan bahwa
sesuai penjelasan umum angka 4 huruf
b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Mahkamah Konstitusi menyimpulkan (1)
perkawinan bukan faktor yang
menentukan sahnya perkawinan (2)
pencatatan merupakan kewajiban
administrasi yang diwajibkan berdasarkan
perundang-undangan. Kewajiban
kewaijiban administrasi tersebut dapat
dilihat dari dua prespektif, yaitu : pertama
dari prespektif negara, pencatatan
dimaksud diwajibkan dalam rangka
memenuhi fungsi negara “untuk
memberikan jaminan perlindungan.
pemajuan, penegakan dan pemenuhan
hak-hak asasi manusia yang ber-
sangkutan yang merupakan tanggung
jawab negara dan harus dilakukan sesuai

hak konstitusinya sebagai warga negara prinsipnegara hukum sebagaimana yang

Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28 B

dimuat pada Pasal 281 ayat 4 dan ayat
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(5) UUD 1945. Sekiranya
1945. pencatatan b Undang-Undang Nomor 1 Tah
tersebut dianggap pembatasan, maka Mahkamah Konstitusi menyin?SJlE?
gembatasan yang demikian tidak Putusan: !
Kz:‘txil’:p&an dengan ket_enluan (1) Pencatatan perkawinan bukan
o i karena pembatasan dimaksud faktor yang menentukan sahn
ata-mata untuk menjamin pengakuan perkawinan "
:::eia;;z:%horma_tan atas hak dan (2) pencatatan merupakan kewajit:;a
Kadrﬁ:g [:lenr;catatgn " administrasi yang diwajibkan
= : _ cara berdasark
:_jmnmstratlf yang dilakukan oleh negara (Muchtar ::hzl;n:n;i}ang-undangan
plen:gt;s;;t;?n :g:l’ perkaw‘rm_an sebagai Kewajiban I kewajiban
o wukum pentmg yang administrasi tersebut dapat dilihat dari
pidicn Iuaef}add inya akibat hukum yang dua prespektif yaitu, pertama dari
o :u daapt;l :!Il;ekr::dmdl hari prespektif negara, pencatatan dimaksud
i libuktikan dengan diwajibkan dalam r i
g::kﬂg:ng sempuma depgan suatu akta fungsinegara untuk memangb]?rik?: Fna?:ah'
> :nr; llﬂl:ls?ll:t?a?p::a;e::t :;u h::ahkamsh perlindungan, pemajuan penegam da:
a ahwa Pasal 2 pemenuhan hak-hak asi i
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun bersa e <
_ ngkutan yang merupakan ta
;I(g:sd:nul;idak bertentangan dengan |a\‘~ab negara dan harus cmkukanngg:t:?i
; prinsip negara hukum se i
B Menurut peraturan perundang- dimuat pada Pasal 281 !:g::‘:::gﬁ
deangan:;;ﬂggbeﬂaku,?asauaayalﬂ) (5) UUD 1945. Sekiranya pencatatan
e e hﬁrkaw!nan rnonyaigkan tersebut dianggap pembatasan, maka
hanyaymgm;:n;a??nd:uar perkawinan pembatasan yang damikianl tidak
_ ubungan perdata bertentangan dengan Kk
ﬂ?‘zga:rg\ :?:;::g %an kﬂll.ua:aa ibunya®. Konstitusi karena pemgatasan::;:tl;:g
- asar 5Pasal28 semata-mata untuk menjami
945 jamin ak
E:j;‘atswang menyatakan “setiaporang serta penghormatan alasﬁnagk ::Ir:
rl a‘ membentuk keluarga dan kebebasan orang lain.
me an;_utkan ketu”runan melalui Kedua pencatatan secara
:::)rkamme nant yang sah”, Ps.sal ?8 B ayat administratif yang dilakukan oleh negara
o :tya:, :k;n bahwa hsetuap anak dimaksudkan agar perkawinan sebagai
elangsungan hidup, tumbuh perbuatan hukum i
::n:l‘::rkembang serta berhak atas berimplikasiterjadinya akm::i?umvyaa:lg
indungan dari kekerasan dan sangat luas, dan di i
erlindunga § dikemud i
:;sr:;n:l:::; t.a::: _Pa:s_al 28 D ayat (1) perkawinan itu dapat dibukﬁ:a;a:en!;::
setiap orang berhak bukti yang sempurna d
atas pengakuan, jaminan, perlindu P o 4t wonshoss
Kuan, . ngan autentik. Oleh karena it
dan kepastian hukum yan i itusi o B Poa 2
g adil serta Konstitusi berpendapat bahwa
) P
peﬂakuaAr: gzngp?rn{:‘a C:: hadapan hukum. ayat (2) Undang-Und‘:'ug Nomor 11::;:?1
ohonan tersebut 1974 tid
M:hkamiiat; Konstitusi berpendapat konsmu;i B Sactoniangen denun
mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Dz;ﬁ
penelaaha
‘L;milang-Undang Nomor 1 '!‘ahun 1974 dapatditarik kesimpulannb:::zl:ta':tza’fa
ser; ::ig pz_nc[:aiatan perkawinan bahwa Pasal43 ayat (1) Undang-Undang Nomol:
penjelasan umum angka 4 huruf 1 Tahun 1974, selain sejalan dengan teori
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fikih, juga sejalan atau paling tidak, tidak
bertentangan dengan UUD 1945
khususnya Pasal 28 B ayat (1) dan ayat
(2) serta Pasal 28 D ayat (1), nampaknya
kesimpulan ini berbeda dengan pendapat
Mahkamah Konstitusi yang menyatakan
Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974, bertentangan dengan
nasab anak yang dilahirkan cari
perkawinan sim sama statusnya terhadap
anak yang lahir di luar perkawinan, karena
membatasi hak anak yang lahir di luar
perkawinan atas adanya hubungan
perdata dengan ayahnya dan keluarga
ayahnya.

Oleh karena itu Mahkamah
Konstitusi mereview ketentuan Pasal 43
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 yang berbunyi “Anak yang dilahirkan
diluar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata denghan ibunya dan
keluarga ibunya harus dibaca anak yang

hubungan perdata dengan ibunya serta
dengan laki-laki sebagai ayahnya yang
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan
dan teknologi atau alat bukti menurut
hukum mempunyai hubungan darah,
termasuk hubungan perdata dengan
keluarga ayahnya (Hazairin, 110)

Hubungan perdata ini merupakan
salah satu bentuk perlindungan jiwa si
anak, sebagaimana dimaksuc dalam
metode al Magasid al-Syari'ah, yaitu
memelihara anak yang berdampak pada
praktik ; pemeliharaan agama, jiwa, akal,
harta dan keturunan. Hubungan perdata
ini menurut pandangan penulis menjadi
dasar adanya kewajiban ibu dan
kebolehan ayah dalam mer'nelihara
anaknya.

Adapun yang menjadi putusan
Mahkamah Konstitusi terhadap konsep
terhadap uji materil Putusan Mahkamah
Konstitusi adalah :

dilahirkan diluar parkawman mempunyan

Setiap orang berhsk membentuk kduarga
: melanjukan  ketuunan  mestul

idengan ibunya dan keluarga ibunye”

ap-iap pekawinan dcatat menurut
persturan  perundang-undangan  yang
periaku®

FAnsk yang dishikan diluar perkawanan
hanya mempunya hutungan pedata

Salq: m m atas pengakuan,
aminen, pe&indungan  dan  kepastian
ukum m adi serfa periskuan yang

Dalam kedudukannya sebagai
yang dilakukan tanpa terdaftar oleh

tersebut adalah sah secara agama.
Tujuan perombakan (review) Pasal 43
ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun

Pegawai Pencatat Nikah, maka 1974 tersebut adalah:
kedudukan hakikat pernikahan sirri
61 SARWAH, VOLUME XIV (II), JULI - DESEMBER 2015

JURNAL PENCERAHAN INTELEKTUAL MUSLIM

1. Memberi legalitas hukum hubungan 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27
darah antara anak dengan ayah Pebruari 2012)

biologisnya yang semula hanya
merupakan sebuah realitas menjadi
hubungan hukum, sehingga
memilki akibat hukum.

2. Memberi perlindungan hukum atas
hak-hak dasar anak baik terhadap
ayahnya dan keluarga ayahnya
maupun lingkungannya.

3. Memberi perlakuan yang adil
terhadap setiap anak yang
dilahirkan meskipun perkawinan
orang tuanya tidak belum ada
kepastian nacab.

4. Menegaskan adanya nubungan
perdata setiap anak dengan ayah
biologisnya dan keluarga ayahnya
menurut hukum sebagaimana
hubungan perdata dengan ibunya
dan keluarga ibunya.

5. Menegaskan adanya kewajiban
ayah menurut hukum (legal
custady) memelihara setiap anak
yang dilahirkan dari darahnya.

6. Melindungi hak waris anak dari
ayahnya karena adanya hubungan
darah, hak dan tanggung jawab
satu sama lain.

7. Menjamin masa depan anak
sebagaimana anak-anak pada
umumnya.

8. Menjamin hak-hak anak untuk
mendapat pengasuhan, pe-
melnharaan pendidikan dan biaya

, perlindungan dan lain
sebagainya dari ayahnya
sebagaimana mestinya. !

9. Memberi ketegasan hukum bahwa
setiap laki-laki harus bertanggung
jawab atas tindakannya dan akibat
yang timbul karena perbuatannya
itu, dalam hal menyebabkan
lahimya anak, mereka tidak dapat
melepaskan diri dari tanggung
jawab tersebut (Putusan MK Nomor

Ketentuan hukumnya me-
nyatakan bahwa adanya hubungan nasab
antara ayah dan ibu dengan anaknya
adalah karena semata-mata adanya
hubungan darah sebagai akibat dari
hubungan badan antara seorang laki-laki
dengan seorang perempuan, walaupun
tanpa ikatan perkawinan yang sah,
dengan alasan sesuai pandangan ulama
Hanafiyah bahwa dengan hubungan
badan semata, telah menimbulkan
hubungan mahram.

Sebagaimana telah diuraikan di
atas, bahwa dengan adanya Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/
2010 maka Pasal 43 ayat (1) UU
Perkawinan harus dimaknai bahwa pada
intinya anak yang lahir dari pernikahan
simi (diluar kawin yang tidak terdaftar) juga
mempunya hubungan perdata dengan
ayah dan keluarga ayahnya sepanjang
dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi atau alat bukti
lain yang sah bahwa adanya hubungan
darah dengan ayah biologisnya tersebut.

Adapun analisis konsep
magqashid syar'iah terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/
2010 menurut Imam al-Syatibi adalah:

1. Pemeliharaan atas agama (hifzh al-
din)

Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 46/PUU-VIII/2010, akan memberikan
nasab anak yang sah terhadap hak
perdata dengan ayahnya, secara jelas
bahwa abak yang lahir dari pemnikahan
sirmi hukumnya sah menurut agama, maka
jika anak tersebut lahir perempuan maka
yang menjadi wali mujbirmya adalah ayah
biologisnya, walaupun perkawinannya
sah menurut agama dan tidak tercatat
oleh Pegawai Pencatatan Akta nikah,

2. Pemeliharaan atas jiwa (hifzh al-
nafrs)
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Sebelum adanya Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/
2010, hubungan perdata anak dari
pernikahan sii hubungan perdata hanya
tedadlpadaibudankdmrga ibunya saja,
ini mempunya makna yuridis bahwa
kewajiban untuk memelihara dan
mendidik anak tersebut hanya dipundak
ibu dan keluarga ibu. 1bu dibebani untuk
memberikan tanggung jawab sandang
dan pangan. Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 46/PUU-VIII2010 maka
tanggung jawab untuk memelihara anak
tersebut tidak hanya dibebankan kepada
ibu atau keluarga ibu, akan tetapi juga
dibebankan kepada ayah dan keluarga
ayah, dengan demikian ada hak anak
tersebut untuk menuntut ayah dan
keluarga ayah apabila tidak memenuhi
kewajibban tersebut, dengan rnadanya
hubungan keperdataannya dengan ayah
maka akan menimbulkan kewajiban untuk
saling memelihara.

3. Pemeliharaan atas akal (hifz al-aql)

Akal merupakan salah satu
karunia Allah yang membedakan daya
pikir manusia dengan makhiuk hidup
lainnya, dengan lahirnya Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/
2010, maka manusia dapat berfikir
terhadap hakikat perkawinan yang
dilangsungkan, walaupun inan sirm
apabila telah terpenuhi rukun dan syarat
perkawinan menurut syara’ adalah sah,
maka status anak dari perknikahan sirmi
tersebut adalah sah sebagai anak

kandung dari ayah biologisnya,
implikasinya adalah anak dari perkawinan
siri berhak mendapatkan perlindungan
dari ayahnya terhadap kelangsungan
hidupnya.
4. Pemeliharaan atas keturunan (hifz
al-nasl)

Manusia sebagai makhluk yang
paling mulia mempunyai fitrah lebih tinggi
dan mulia dibanding dengan makhluk
lainnya, karena itu agar proses

berlangsungnya keturunan berjalan
dengan baik, dan terhindar dari
kesewenang-wenang yang
mengakibatkan kesengsaraan dipihak
lain, dengan demikian anak yang
dilahirkan dari pernikahan sirri harus
mendapat perfindungan hukum, jika tidak
demikian maka yang dirugikan adalah
anak yang dilahirkan tersebut, padahal
anak tersebut tidak berdosa.

5. Pemeliharaan atas harta (hifz al-

mal)

Melindungi hak waris anak dari
ayahnya karena adanya hubungan darah,
nak dan tanggung jawab satu sama lain,
walaupun pernikahan sirri dianggap
secara agama, maka tigak ada
terhalangnya ahli waris bagi anak
tersebut, walaupun saat ini pemnikahan
siritidak sah secara hukum negara. Oleh
sebab itu lahimya Keputusan Mahkamah
Konstitusi memberikan kejelasan status
(nasab) dalam pemikahan simi terhadap
ahli waris dari bapaknya.

Kesimpulan

Pemikahan sim menurut Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/
2010. Dapat memberi legalitas hukum
hubungan darah antara anak dengan
ayah biologisnya yang semula hanya
merupakan sebuah realitas menjadi
hubungan hukum, sehingga memilki
akibat hukum, dapat menegaskan adanya
hubungan perdata setiap anak dengan
ayah biologisnya. Pasal 43 ayat (1)
Undang-Undang perkawinan menyatakan
“anak yang dilahirkan diluar perkawinan
hanya mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya".
Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 28
B ayat (1) yang menyatakan “setiap orang
berhak membentuk keluarga dan
melanjutkan - keturunan melalui
perkawinan yang sah”, Pasal 28 B ayat
(2) menyatakan bahwa “setiap anak
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh
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dan‘berkambang serta berhak atas
pgrllpdungan dari kekerasan dan
diskriminasi”, dan Pasal 28 D ayat (1)
yang menyatakan “setiap orang berhak
;ms pengakuan, jaminan, pe:l'g‘ dungan Al-Zarkhasyi, Al-Mabsuth Kuwait:
an kepastian hukum yang adil serta Wizamh a-Awael el-Syu'un
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